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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah 

perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Islam 

mensyariatkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling 

mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. 

Bagi calon suami, dengan melakukan khitbah (pinangan) akan 

mengenal empat kriteria calon istrinya(Rofiq 2013, 79), sebagaimana 

diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW:  

 تنكح المرأة ل رسول الله صلى الله عليه و سلم قا: قالعن ابي هر يرة رضي الله عنه عن النبي
(متفق عليه) لاربع لمالها و لحسبها و لجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك  

Artinya : 

“Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda “wanita dikawini 
karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan 
karena agamanya, maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan 
memelihara tanganmu”(Muttafaq ‘alaih). 

  
Ketika seorang laki-laki telah mantap dalam memilih perempuan 

yang ingin dinikahinya baik melalui sifat-sifatnya, ia mengetahui 

kehidupannya serta menanggung kebahagiaan baginya, dan mencapai 

keinginannya,  kemudian ia menyampaikan khitbah kepada perempuan 

tersebut. Peminangan atau khitbah merupakan pendahuluan 

perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan  

agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pengetahuan serta 

kesadaran masing-masing pihak(As-Subki 201, 66). 

Meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan 

istri. Peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan 

perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang 

laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, 

dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah 

masyarakat(Ghazaly 2012, 73-74). 
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Garis hukum tentang peminangan terinci dalam pasal 12 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur syarat peminangan, bahwa 

peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih 

perawan atau terhadap wanita yang telah habis masa iddah nya. Oleh 

karena itu, dalam peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

kepada seorang perempuan, ia berhak melihat wanita yang 

dipinangnya dan hukumnya sunnah. Dengan melihat tersebut, pihak 

laki-laki dapat mengetahui identitas pribadi wanita yang akan menjadi 

calon istrinya(Ali 2006, 11). 

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan tentang cara-cara melakukan 

pinangan. Syari’at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam 

peminangan, sebagaimana sesuai dengan tradisi Islam yang 

mengajukan pinangan adalah pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri 

yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan 

pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercayai untuk 

melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang 

yang menerima pinangan(Syarifuddin 2011, 50). 

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis 

manusia yang wajar dan dalam ajaran Nabi, pekawinan ditradisikan 

menjadi sunnah Beliau. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, 

dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya 

perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan 

tercapai(Rofiq 2013, 54). 

Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga  

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”.  Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan 

terdapat perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama, mereka 
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berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar 

hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya 

suruhan Allah dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk 

melangsungkan perkawinan(Syarifuddin 2011, 45). 

Unsur pokok suatu perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, 

calon mempelai perempuan, akad perkawinan itu sendiri, wali yang 

melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang telah 

menyaksikan berlangsungnya akad perkawinan itu dan mahar atau mas 

kawin. Unsur pokok perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak 

dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah(Syarifuddin 

2011, 59). 

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan 

sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Di 

antaranya hak suami istri secara bersama, hak istri secara khusus dan 

hak suami secara khusus terhadap istrinya. Beberapa hak yang 

diperoleh perempuan selama masa perkawinan yang berupa materi 

adalah mahar, nafkah, dan mut’ah serta pemberian seperti perhiasan 

atau cendramata lainnya ketika meminang sebagai kesungguhan 

niatnya untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (Sabiq 2015, 408). 

Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, karena mahar 

adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah, 

sementara pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau 

hibah. Akibat yang ditimbulkan dari pemberian hadiah, berbeda dengan 

pemberian dalam bentuk mahar.  

Firman Allah SWT yang menyatakan bahwa seorang istri berhak 

atas pemberian dari calon suaminya adalah: 

                    Artinya: 

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu 
nikahi) sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, 
jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu 
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dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu 
dengan senang hati”(QS. an-Nisa: 4). 
 

Maksud dari ayat di atas mahar adalah salah satu hak perempuan 

sebagai pemberian yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganti 

dengan imbalan apapun, maka ambillah pemberian itu dengan penuh 

kelegaan tanpa kendala. Jika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah 

dengan seorang perempuan dan dia melakukan hubungan badan 

dengannya, kemudian ternyata pernikahannya rusak (tidak memenuhi 

ketentuan) karena suatu sebab, maka mahar yang telah disebutkan 

(saat akad) harus diberikan seluruhnya (Sabiq 2015). 

Berdasarkan penjabaran mengenai hak-hak istri yang 

diperolehnya dari suami sebagai pemberian sebelum atau sesudah akad 

nikah, yang mana dalam syari’at Islam hanya terdapat tiga jenis 

pemberian yaitu mahar yang diberikan ketika berlangsungnya akad 

nikah, nafkah yang diberikan ketika telah terjadinya akad nikah dan 

mut’ah yaitu pemberian ketika suami menceraikan istrinya.  

Berbeda dengan ketentuan yang telah ada tersebut, kenyataannya 

di Nagari Manggilang Kecamatan  Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima 

Puluh  Kota terdapat  sebuah kebiasaan dalam persiapan perkawinan. 

Kebiasaan tersebut dikenal masyarakat dengan istilah maagiah pitih 

balanjo. Selama masa pertunangan calon suami diharuskan memberi 

sejumlah uang kepada calon istrinya setiap minggu sampai berakhir 

masa pertunangannya. 

Pertunangan adalah masa setelah terjadi peminangan dan 

pinangan itu diterima oleh pihak-pihak yang dipinang, berarti bahwa 

secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai 

kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad 

nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung itu 

berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan (Muchtar 

1993, 34). 
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Tata cara adat pernikahan di nagari Manggilang tidak jauh 

berbeda dengan adat pernikahan di daerah lain. Pertama adat maresek,  

di Manggilang dinamakan datang ulok-ulok. Dalam tradisi ini yang boleh 

pergi hanya pihak perempuan yang tua-tua saja, paling banyak lima 

orang, kelimanya harus memiliki kekerabatan dengan calon suami. 

Ketika dilangsungkannya tradisi ulok-ulok ini pihak laki-laki 

menanyakan pada perempuan apakah masih sendiri atau sudah 

dipinang lelaki lain.  

Setelah beberapa hari biasanya satu minggu kemudian,  

perwakilan keluarga perempuan datang ke rumah pihak laki-laki untuk 

memberi jawaban atas pertanyaan dari pihak laki-laki. Setelah 

diberikan jawaban dari pihak perempuan, bahwa ia menerima 

pinangan pihak laki-laki, maka upacara adat selanjutnya adalah 

batimbang tando atau batunangan. Ketika batimbang tando ini pihak 

laki-laki membawa kain sapatogak untuk pakaian akad nikah, dan 

saling bertukar cincin. Akhir dari uapacara ini adalah jamuan makan 

dari pihak perempuan sekaligus manantuan hari pernikahan dan 

besaran uang belanja yang akan diberikan oleh calon suami kepada 

calon istrinya selama masa pertunangan (Ridwan 2017). 

Sebagai contoh kasus, penulis telah melakukan wawancara 

dengan beberapa pasangan suami istri, yang telah melewati masa 

pertunangan, di antaranya pasangan Trisno dan Rindu. Mempelai laki-

laki berumur 24 tahun, sedangkan mempelai perempuan berumur 21 

tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan mempelai perempuan, 

proses lamaran terjadi pada pertengahan bulan Juni, dan kedua 

keluarga sepakat melangsungkan acara pernikahan pada bulan 

September, tepatnya akad nikah pada tanggal 16 September 2017 dan 

walimah pada tanggal 17 September 2017. Kedua keluarga 

menggenapkan masa tunangan menjadi tiga bulan, dan dengan 
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kesepakatan bersama uang belanja yang diberikan calon suami adalah 

sebanyak Rp.50.000-, setiap minggu (Rindu 2017). 

Pasangan lain adalah Muhammad Rezki Elfis dan Nafisya.  

Mempelai laki-laki berumur 25 tahun dan mempelai perempuan 

berumur 18 tahun. Keduanya melangsungkan akad nikah pada tanggal 

11 Januari 2017, sebelumnya telah bertukar cincin atau bertunangan 

pada awal bulan Oktober 2016. Jika digenapkan masa tunangannya 

menjadi tiga bulan. Selama tiga bulan itu calon suami memberikan uang 

belanja sebanyak Rp.50.000-, setiap minggu kepada calon istrinya 

(Rezki dan Nafisyah 2017). 

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan 

yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan 

atau tunangan adalah hubungan sebagaimana hubungan laki-laki dan 

perempuan asing (ajnabi dan ajnabiyah). Oleh karena itu, belum 

berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya(Syarifuddin 2011, 57). 

Berdasarkan gambaran di atas penulis tertarik membahasnya 

agar bisa mendapatkan jawaban yang konkrit dari permasalahan 

tersebut, dan akan penulis bahas dalam sebuah karya ilmiah berupa 

skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Calon 

Suami pada Calon Istri dalam Masa Peminangan (Studi kasus di Nagari 

Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh 

Kota).” 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkanlatarbelakangmasalahdi atas, maka yang menjadi 

rumusanmasalahdalampenelitianiniadalahBagaimanatinjauan hukum 

Islam terhadap pemberian calon suami pada calon istri dalam masa 

peminangan di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

Kabupaten Lima Puluh Kota? 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana Pelaksanaan tradisi pemberian uang belanja oleh calon 

suami pada calon istri  dalam masa pertunangan di Nagari 

Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh 

Kota? 

b. Bagaimana cara dan alasan pemberian uang belanja oleh calon suami 

pada calon istri dalam masa pertunangan di Nagari Manggilang 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota? 

c. Bagaimana kedudukan pemberian uang belanja oleh calon suami 

pada calon istri dalam masa pertunangan dalam syari’at 

perkawinan? 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1  Tujuan penelitian 

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Mengetahui pelaksanaanterjadinya tradisi pemberian uang belanja 

oleh calon suami pada calon istri dalam masa pertunangan di Nagari 

Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh 

Kota. 

b. Untuk mengetahui alasan dan tatacara pemberian uang belanja oleh 

calon suami pada calon istri dalam masa pertunangan di Nagari 

Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh 

Kota. 

c. Untuk mengetahui kedudukan pemberian uang belanja oleh calon 

suami pada calon istri dalam masa pertunangan dalam Syari’at 

perkawinan. 

1.4.2  Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan informasi untuk dijadikan 

pedoman oleh para pakar hukum atau para hakim dan masyarakat 
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pada umumnya mengenai permasalahan tentang hak dan kewajiban 

suami istri selama pernikahan . 

b. Sebagai motivasi bagi peneliti yang tertarik dengan adat dan tata cara 

pernikahan. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi umat Muslim untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. 

1.5 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul 

penelitian ini, maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan istilah-istilah 

yang ada dalam judul penelitian ini, yaitu:  

Tinjauan adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan 

dalam mayarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan 

segala masalah di dunia ini (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa 1989, 643). 

Hukum Islam secara etimologi adalah peraturan-peraturan dan 

ketentuan-ketentuan berdasarkan syari’at Islam (Tim Prima Pena, 332). 

Sementara dalam terminologi hukum Islam adalah  seperangkat 

peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulu tentang 

tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat 

untuk semua yang beragama Islam(Syarifuddin 2000, 5). 

Pemberian adalah barang atau sesuatu yang diberikan (Tim Prima 

Pena,136). Pemberian selama masa perkawinan merupakan hak dan 

kewajiban sepasang suami istri. Seseorang yang sanggup untuk 

menikah berarti ia sanggup melaksanakan hak dan 

kewajibannya(Muchtar 1993, 39). 

Berdasarkan pengertian secara etimologi dan terminologi dari 

istilah-istilah yang ada dalam judul, maka dapat diambil kesimpulan 

makna dari judul skripsi yang penulis tulis adalah konsep  hukum Islam 

berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Rasulullah mengenai pemberian 
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berupa uang belanja dari calon suami kepada calon istri yangterjadi 

selama masa peminangan di Nagari Manggilang. 

1.6 Studi Literatur 

Pembahasan mengenai pemberian oleh calon suami kepada calon 

istri dalam masa pertunangan  belum pernah diangkat untuk dijadikan 

judul skripsi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. 

Meskipundemikian, adabeberapapenelitian yang 

mempunyaihubungandenganpenelitian yang 

penulistulisini.Beberapapenelitian yang dimaksud diuraikan berikut ini. 

Skripsi dari Dasril (2007: 03) dengan judul Uang Urak Selo dalam 

Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Kenagarian Kudu 

Ganting Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman). Masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

uang urak selo. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah di 

Kenagarian Kudu Ganting ada sebuah tradisi yang dikenal dengan uang 

serak selo yang merupakan keharusan atau syarat yang harus 

dibayarkan oleh pihak perempuan kepada mamak pihak laki-laki ketika 

pertunangan dilangsungkan sebagai pengganti hari bagi mereka yang 

bekerja. Pembayaran uang urak selo hanya dibebankan kepada pihak 

perempuan, sementara mereka juga harus memberikan uang hilang dan 

uang jemputan. 

Skripsi dari Ditya Maulida Rahmi (2012: 16) dengan judul  Tradisi 

Adat Sesudut di Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh 

Kabupaten Limapuluh Kota. Masalah dalam skripsi ini adalah 

Bagaimana latar belakang dan proses pelaksaan tradisi adat sesudut 

dalam sebuah pernikahan. Adapun jawaban dari penelitian ini adalah: 

pelaksanaan tradisi adat sesudut di Kenagarian Taeh Baruah 

merupakan suatu keharusan atau syarat yang harus dilakukan oleh 

calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebelum 

dilaksanakannya pernikahan, sementara ia juga memberi mahar pada 



10 
 

 

calon mempelai perempuan pada waktu akad nikah. Dalam 

penelitiannya penulis menitikberatkan mengenai kesamaan tradisi adat 

sesudut dengan mahar. Tinjauan hukum Islam terhadap keharusan 

melakukan tradisi adat sesudut di Kenagarian Taeh Baruah 

dikategorikan kepada ‘urf fasid yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah 

masyarakat yang bertentangan dengan dalil al-Qur’an dan Sunnah.  

Skripsi dari Hotmatua (302.230) dengan judul Kewajiban Suami 

Membayar Hepang Pangolat kepada Anak Namboru Istri bagi Suku 

Batak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Gelugur Kab. 

Pasaman). Masalah penelitian ini adalah bagaimana Kedudukan Hepeng 

Pangolat Menurut Hukum Islam dalam Pelaksanaan Perkawinan Bagi 

Suku Batak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hukum hepeng 

pangolat dalam pelaksanaan perkawinan di kenagarian Padang Gelugur 

menurut pandangan hukum Islam ada dua, yaitu bagi orang yang 

melakukan sesuai dengan ketentuan adat yang sebenarnya, maka 

hukumnya  adalah boleh, dan bagi yang menyimpang dari ketentuan 

adat yang sebenarnya, maka hukumnya adalah haram, dan boleh 

apabila dilakukan dengan tidak memberatkan bagi orang lain yakni 

suka sama suka dan ikhlas, dan haram dilakukan apabila menimbulkan 

kemudharatan bagi orang lain, seperti keterpaksaan dan 

ketidakikhlasan. 

Setelah penulis baca, beberapa skripsi diatas jelas terlihat 

perbedaannya dengan masalah yang akan penulis tulis. Dalam skripsi 

sebelumnya membahas mengenai keharusan pihak perempuan 

memberikan uang ganti kerja kepada ninik mamak selama proses 

peminangan, yang mana inti dari skirpsi sebelumnya itu adalah tradisi-

tradisi yang dilakukan ketika sedang dilangsungkannya khitbah. 

Sementara masalah yang  akan penulis tulis adalah mengenai tradisi 

memberikan uang belanja selama masa tunangan setiap minggunya 

sampai dilangsugkan ijab qabul. 
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1.7 Metode Penelitian 

Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, metode penelitian yang 

penulis gunakan adalah sebagai berikut:  

1.7.1  Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang langsung ke lapangan guna 

mengumpulkan sumber informasi. Sedangkan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan demikian data 

diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian dianalisis 

dengan mempergunakan data sekunder sebagai pendukung dari hasil 

penelitian tersebut. 

1.7.2  Data dan Sumber Data 

Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:  

1.  Data Primer 

Data primer yaitudata pokok. Dalam arti lain data primer 

adalahdata yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau ada 

hubungannya dengan objek yang diteliti. (Marzuki 2010, 141) 

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil 

wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan kasus yang 

penulis teliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang 

penulisperolehataudikumpulkanoleh orang yang 

melakukanpenelitiandarisumber-sumber yang telahada. Serta langsung 

dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang sumber data primer 

(Asikin 2006, 30). 

Adapun sumber data, terbagi kepada 2:  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer penulis peroleh langsung dari wawancara 

yang dilakukan denganpasangan suami istri yang telah menikah (5 
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pasangan) yaitu RS dan RM, MI dan ABS, MRE dan N, MD dan WM, S dan 

YS. Datuak(3 orang) atas nama M.Hatta Dt.Mangkuto Marajo, Syafril Dt. 

Parpatiah dan Yuliardi Dt.Tan Rajo Lelo. Pejabat nagari atas nama 

Muhammad Ridwan,alim ulama (2 orang) atas nama Bakhri dan 

Muhammad Zikri dan pemuda(2 orang) atas nama Irvan Irwandi dan 

Arianto Satria,serta masyarakat sebagai pelaksana dalam tradisi 

pemberian uang belanja selama masa pertunangan ini. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sebagai tambahan dalam penelitian ini, penulis mendapatkan  

sumber data sekunder dari studi dokumentasi, jurnal, skripsi,  buku-

buku fiqh yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis 

bahas seperti buku-buku fiqh munakahat, buku-buku bacaan tentang  

adat di Minangkabau, Undang-undang perkawinan, dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), dan lain-lain. 

1.7.3Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan teknis pengumpulan data berupa 

wawancara (interview). Data yang penulis kumpulkan merupakan data 

kualitatif. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menemui 

informan secara langsung atau bertatap muka. Wawancara merupakan 

suatu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung 

dengan informan(Narbuko dan Ahmadi 2005, 83). 

Data yang penulis peroleh dilakukan secara bebas yaitu 

melakukan kontak atau berbicara secara pribadi antara pewawancara 

dan informan seperti pasangan suami istri, ninik mamak dan tokoh 

masyarakat. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung 

dengan mengajukan pertanyaan yang telah penulis siapkan sebelum 

melakukan wawancara. 

1.7.4      Teknik Analisis Data 

Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman: 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu 

cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.  

2. Model Data (Data Display) 

Model data yang lebih baik adalah suatu jalan masuk utama untuk 

analisis kualitatif yang valid. Model tersebut mencakup berbagai jenis 

matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk 

merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara 

langsung, bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat 

apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan 

yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya.  

3. Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan 

Secara singkat, makna yang muncul dari penarikan kesimpulan 

adalah data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, dan 

validitasnya(Emzir 2016, 129-133). 

Berdasarkan keterangan di atas, tahap akhir dari analisis data 

yaitu kesimpulan ini harus bisa menjawab pertanyaan penelitian dan 

menjawab tujuan penelitian. Sebelum membahas kedudukan 

pemberian uang belanja dalam peminangan ini, maka terlebih dahulu 

penulis menjabarkan tentang macam-macam pemberian dalam masa 

perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Setelah menjelaskan 

bahasan ini, penulis memiliki patokan untuk menarik kesimpulan 

terkait data yang telah penulis dapatkan. 

 


